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DKI Ajukan APBD 2023 Rp 82,5 Triliun
Gambir, Warta Kota

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta
dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
menyepakatl, angka Kebljakan Umum Anggaran
dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-
PPAS] APBD tahun angggaran 2023 sebesar Rp
82,5 trillun,

Angka tersebut merupakan husil pembahasan
vang telah dilaksanakan selama empat hari sejok
Senin (31/10) sampal Kamis (3/11). termasuk
pendalaman saat rapat pimpinan gabungan
(Raplmgab)

“Dapat disepakati rancangan kebijakan umum
anggaran dan rancangan plafon prioritas anggaran
sementara sebesar Rp 82,5 triliun untuk dapat
disetujul,” kata Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta
Prasetyo Edi Marsudl pada Minggu (6/11)

Prasetyo memastikan, KUA-PPAS APBD
tahun anggaran 2023 akan memasuki tahapan
penadutangan kesepahaman atau memorandum
of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemproy
DKL Hal inl mengacu pada Peraturan Pemeriniah
Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyu-
sunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsl, Kabupaten dan Kota

“Berdasarkan pasal 16 ayat 6 bahwa Kebijakan

umum APBD dan prionitas dan plafon ang-
garan sementara vang telah mendapat
persetujuan bersama ditandatangani oleh
Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam
rapat paripurna. Selanjutnya akan segera
kita fadwalkan melalul rapat Bamus,”
jelasniya.

Sementara ltu Kepala Badan Pengelo
laan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta
Edi Sumantri menjelaskan, nilal tersebut
setara dengan total belanja ditambah
dengan pengeluaran pembiayaan sebesar
Rp B2 543.539,889.450. Dengan demikian,
Jumlah pendapatan dan jumlah belanja
dintlal setimbang,

“Int setara dengan total belanfa ditimbah
dengan pengeluaran pembiayaan, yaitu
sehesar Rp 82.543.539.889.450 sehingga
sudah balance atau selmbang antara
pendapatan dan belanja,” ujar Edi,

DPRD DKI Jakarta menargetkan,
Raperda APBD DKI Jakarta tahun 2023
akan. disahkan pada akhir November
2022, “Paripurna pengesahan Raperda
tentang APBD Provinsi DK Jakarta Tahun
Anggaran 2023 untuk menjadi Peraturan
Daerah (Perda) rencananya akan dilakukan
packs 28 Novemnber 2022, kata Wakil Ketua
Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI
Jakarta Khofrudin pada Minggu (6/11),

Khotrudin mengatakan, Banggar dan
TAFD telah menyesuatkan penjadwalan
terhadap skema pembahasan APBD
DRI tahun anggaran 2023, Penyesuaian
ity diputuskan dalam rapat Badan
Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta
yang digelar pada Jumat (4/11),

Menurutnya, terjadi pergesernn Jadwal
lerhadap agenda paripurna penan
ditanganan nota kesepahaman (Mol)
rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2023,
Awalnya Bamus merancang agenda
penandatanganan MoU dilakukan pada
Kamis (10/11), namun dimajukan menjadi
Selasa (8/11), (faf



